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RA]iICANGAN

PERATI'RAN DAERAH IIOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG

I\lenimbaltg:

BANTUAN HUXUM BAGI MASYARITI(AT MISKIN

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

a. baliwa setiap orang berhak atas perlaluan yarg sama
dlhadapan hukum, pengakual, laminal, perlindungan,

dan kepastlan hukum ).dng adil,

b. bed-rwa pemberiall baatuan hukum bagi masyaral<at

miskin secara cuma-curna belum menyentuh secara

luas, sehingga perlu upaya lebih intensif pemberian

bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah

daerahl

c. bahwa untuk melaksanal<an ketentuan pasat 19

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2Ol1 tentang

Bantuan Hukum, pemerintah daerah perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi

Masyaratat Miskin di daerah;

d. ba-hrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana



Mengingat I

2.

1.

3.

5.

) 4.
I

dimaksud pada huruf a, humf b, dan huruJ c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Ta_hun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerai Kota Besar dalam lingkungan
Prorinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istlmer.a yogjakar.ta sebagajmana telal
diubah dengai indang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lernbaran NegaJa Ta}1un 1965 Nornor l9 Tambaian
Lembaran Negara Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undalg-Undaag Hukum Acaja pidala (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 19S1 Nomor 76,
Tambahar Lembararl NegaJa Republik Indonesia
Nomor 3209)j Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan
Lenbaran Negara Republik Iodonesia Nomor 3670)j

Undang-Unda,1g Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hal{

Asasi Marlusia (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahat Lembaran Negara

Repubhk lndonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Talun 2002 Nomor 109. Tambahan

I

I

I



6.

7.

9.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-UndanB Nomor I8 Tahun 2OO3 tenlan8

Advokar (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}lun

2003 Nomor 49, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4288); Undang-Undang

Nomor 1 Ta-hun 2004 tentang Perbendaharaan NegaJa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-U.dang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehaliman (Lembarar Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambaian Lembaran Negara

Republlk Indonesia Nomor 5234)i

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundarg-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52i4):

Ufldang Undang Nomor 16 Tahun 2011. tentang

Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesla Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan

Lembara-.1 NegaJa Republik Indonesia Nomur 52461:

Undang-Undang Nomor 2J Tahun 20I-l tentang10

I

I

8.



12.

11.

Pemenntaian Daerah (Lembaian Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5B7)

sebagaimara teiah diubah beberapa kali, te.akhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang
Perubal]an Kedua Atas Undang-Un.lang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg,

Tambal-ian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

PeraLuran Pemerin-ai Nomor 42 Taiun 2013 tentarg
S)-araL dan Tata Cara Pemberian Bantuan liukum dat
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran NegaJa

Republik Indonesia Ttuhun 2013 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor S421);

Peraturan Peoedntah Nomor 38 Tahun 2007 tentaag
Pembagian Urusan Peme ntaian antara pemerintah,

PemerintahanDaerahProvinsi, dall pemerintahan

Daerah I(abripaten/Kabupaten (l,embarar Negara

Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4754)j

13. Peraturan Peinerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentarg

Organrsasi Perangkat Daera.h (Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahal
Lembaran NegaJa Republik Indonesia Nornor 4751);

14. Peraturan Daeral Provin$ Jawa Timur Nomor 3

Tahun 2015 tentang Perubaian alas Peraturan

l



Daera}l Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012

tentang Bantuan Hukum untuk Masyaral<at Miskin
(Lembaran daerall Provinsi Jawa Timur Tahufl 2O1S

Nomor 3 Sri D, Tambatran Lembaran Daerair provinsi

Jawa Timur l{omor 50);

Dengan Persetujuan Be.sama

DEWAN PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAII KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSXAN:

\{enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUI(UM

BAGI MASYARAXAT MISKIN

BAB I
KETEN'TUAN UMUM

Pasal 1

Da1i.m Peraturan Daerah ini yang drmaksud dengan:

1. Daerai adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintal Daeral adalah walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3 Walikota adalalr walikota Surabaya.

.,] Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.



5. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang

mlskin

5. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bartuan hukuE! atau

organrsasi kemasvaJal<atan J,ang metnberi layanan bantuan hukum yar1g

lelah memenuhi ketentuan perundang-undangar

7. Pemohon Bantuan Hukum adalah setiap oraag, kelompok orarg miskin

alau kuasanya l.ang tldak terinasuk Pemberi Bantuan Hukum atau

keluarganya 1'ang mengajukan permohonan Bartuan Hukum.

8 Masyaral(at miskin adalah orang pe,:seorangan atau ser<elompok orang

_!,ang memiliki identitas kependLrdukan yang sah yan3 kondisi sosial

ekoflominya drkatagorikan miskn dal dibuktikan dengan Kartu

Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurall atau'Kepa.la

Desa atau bukti la.in yang sah.

9. Advokat adalai orang lang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

dalam maupun di 1ua] pengadilan yang memenuhi persyaJatan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat.

i 0. .Jas4 Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan

konsultasl hukum. bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewa.kili,

mendampingi, membela, darr melakukan tindakan hukum iain untuk

kepentrngan hul'-um klien.

ii. Liligasi adalah p.oses penanganan perkara hukum yang dilakukan

melalui jalur pengadilan untuk menyelesatkalnya,

12. Non liligasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan

di luar jalur pengadilan untuk menyelesalkannya.

i3. Dana bantuan hukum adalah biaYa yang disediakan tiap tahud oleh

Pemerintai Daerah dalam Anggaran Pendapatan dall Belanja Daerah

Llntuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat

mrskin.

14. Vcdfikasl adalall pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataar dan

dokumen yang dtseraikan oleh Pembefl Bantuan Hukum



15. Akredrtasi adalah pengakuan terhadap pemberi Bantuar Hukum yarg
diberikan oleh tim vedfikasl dan alseditasi setelah dinilai bahwa
Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Baituan
Hukum.

16. Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah yang selanjutnya disingkaL
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembcrian Bartuarl Hukum Bagi 
^4asyarakat 

Miskin di daerai dilaksanakax

. berdasarkan asas:

- a. kcadilar-r;

b. persamaan kedudukan di dalarn hukum;

c. keterbukaan;

d. efisiensi.

e. efekLirritas; dan

f. akuntabilitas

Bagian Kedua

Tujua

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum Bagi MasyaJakat Miskin di daerah berrujuan

Lrntuk

a. menjamin dal memenuhi hak masyarakat 4liskin untuk mendapatkan

,kses kPadilanj

b. menjamin kepastian penyelenggaraan baletuarr hukum;



rne\\,u.judkan he-k konstitusional masyarakat miskin sesuai

p nsip persamaan kedudukan dl hadapan hukum;

menjamin bah$,a bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara

oleh seluruh masyarakat; dan

terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

dengan

nieiata

BAII III
RUANG LINGKUP

pasal 4

(l)Bantuan Hukum diberikan oleh Pernbed Bantuan HLrkum kepada

Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimara dimaksud pada ayat (l) meliputi masalah

hukum litigasi maupun bantuan hukum nonlitigasi yang terdlri atas

perkara:

a. pidanaj

b. perdata, da]l

a taLa usaha negara.

(3) Bantuan Hukum sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputl

menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela,

dan/aLau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum

Penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa Hukumnya baik dalarn

pemeriksaan apa.at penegak hukum maupun proses persrdangan di

lembaga Peradilan.

(.1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimatsud pada ayat (1) ada-lah

mas)arakat miskin.

Pasal 5

{11 Penerima Bantuan Hukum sebagaimaia dimal<sud dalam Pasal 4 ayat

(l) mehputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat

menenuhi hak dasa. secara layak dan mandiri.

d



12) Hak dasar sebagaimana dinlal<sud pada ayat (1) meliputi hak atas

pangan, sandang, layanan kesehatan, Iayanan pendidikan, pekerjaan

dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB TV

PEIIYELENGGARAAN BANTUAJ{ HUKUM

Pasal 6

(I) Bantuan Hukum diselenggaJakan untuk membantu penyelesaian

permasalahan hukum yang drhadapi penerima bantuan hukum.
(2) Pembedan bantuan hukum sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum ya_ng memenuhi

pcrsyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat i1) meliputi:

a. berbadan hukum;
b. terakredltasi berdasarkan peraturan daerah ini;
c. memilikr kantor atau sekretariat yrlng tetap;
d. memiliki pengurusj dan
e memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

[L) Dalam pemberian bantuan huKum, pemednta] daerah melalui satuan

kefa perangkat daerah yang membidangi hukum bertugas:

a. men]rusun dan menetapkan kebijakan pemberiar bartuan hukum;

b. menlusun rencana anggaran bantuan hukum;

c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektil eftsien, transparan,

dan atuntabel.

(2) Untuk melaksan6tan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan

kerja perangkat daerah yang membidangi hukum berwenarg:

a. nengavrasl pemberiaI] banluao hukum da:r pemberia-n bantuan hukum

5Fc(.ar lu tuan \ang diLeIoPka,l;



l

,!

b melakukan verihkasi dan akreditasr terhadap lembaga bantua! hukum
atau orgarisa$ kemasyarakaEn yong memenuhi keiayakan tsebagai

pemberi bdrruan hukum.

(3) Untuk melal<ukan verifikasi dan atreditasi sebagaimana dimalsud pada

ayat (2) huruf b, pemerintah daerah dapat membentuk tim yang

unsurnya terdiri atas :

a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintaian
dr bidang hukum:

b. akademisi;

c. tpkoh masya.akat; dan

d. iembaga atau organisasi yang membed iayanan bantuan hukum.

i.l) Verifikasi darl akreditasi sebagaimar.ra dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

(5) Kelentuan lebih lanjut mengenai tata cala verifikasi dan akreditasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan peraturan

Walikota.

Pasal 8

Ketjasama Peyelenggaraan Bantuan Hukum
(1) Dalam penyelenggaraan bantuan hL&um, Pemerintah Daerah dapat

meryalin kerja sarna dengar lembaga bantuan hukum yarg memenuhi

ketentuan dalam peraturan daerai ini.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriaku untuk paling

lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperyanjang kembali.

(3) Pelaksanaan ker.;asama sebagajmana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam bentuk perjanjian keiasama.

(4) Kepala bagian hukum membuat perjanjian pelaksanaan bantuan

hukum dengan pemberi bantuan hukum.

(5) Nilai anggaran bantuan hukum yang disepakati dalam perjan.jian

sebagalmaJra dlmaksud pada ayat (4) mengikuti penetapan Wa-likota

mengenai alokasi angga.ao bantuan hukum.



16) Anggaran bantuan hukum yang

batasan te inggi penyaluran dana

ditetapkan oleh Walikota merupakan

bantuan hukum.

Pasal 9
Pciiiberi Bantuan Hukum tidal< dapat dituntut secaia perdata maupun pidana
dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada penerima
Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dila.kukan dengan
iktikad baik di dalam maupun d1 luar sidaag pengadilan sesuai Standar
Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang_undangat dan/atau Kode
Etik Advokat.

12)

(11

pasal 10
peayelenggara Bantuan Hukum

Pcmbedan bantuan hukum secara titigasi dilakukan oleh advokat yarg
bcrstaLus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat
.'.ng olrek-rut oleh pemberi bantuan hukum.

Dalam hal jumlah advokat ya_ng lerlLlmpun dalam wadah pemberi bantuar
hukum tidak memadai Cengal banyaknya jumlah penerima bantuan
llukum, pemberi battuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum.

pasal 11

PemDerian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimal<sud dalam pasal

10 dilakukan, dengan cara:

a. pendanlrpingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai da tingkat
penvidikal, dan penuntutan;

b pendampingar dall atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan

di persidangan; atau

pendampingan dan atau menjalaikan kuasa terhadap penerima

bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.



Pasal 12

(1)Pcrnberian bantuan hul<um secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh adtokat,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fal<uttas hukum dalam lingkup pemberi

bantuan hirkum yang telah lulus verifikasi darl atreditasi.
(2) Petnbedan bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

. pcnr ulJhan hukum:
' ,<onsLltasi hukum;

c. investigasi perkara, baik secaja elektronik maupun nonelektronik;
d penelitian hukum;
. r-di".ij
f konsiliasi

g. negosiasi;

h oemberdavaal masyaJalat;

r. pendampingan di lual pengadilanj dan atau
j dralting dokumen hukum.

BAB V

HAX DAN I<EWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

' Penerima Bantuan Hukum berhak I

- J. mendapatkan Ba11tuan Hukum hintga masa.la-h hukumnya selesai

dan,/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukdm tetap, selama

Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidal< mencabut surat

kuasa:

b mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum

da1'1/atau Kode Etik Advokatj



c. mendapatkao informasr dan dokurren yang berkaitail dengan

pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengal ketentuan

peraturan perundang-undan gan-

Pasal 14

Peneflma BarLuar Hukum wajib :

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara

benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

b. membantu kelanc,u.rn pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Nedua

Pemberi Bantuan Ilukum

Pasal 15

Pernberi Bantuan Hukum berhak :

a. melatukal rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan

mahasiswa fakultas hukum;

b melakukan pela]'anan Bantuan Hukum;

c. menveltrnggaiakan penFrluhan hukum, konsultast hukum, dan program

kegiata-1 lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima aJlggaran dari Daerah untuk melaksanakan Ba-ntuan Hukum

berdasarkan Peraluran Daerah ini;

e. mengelua.rkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang

menjadi tanggung jau'abnya di dalam sidar-rg pengadilan sesuai dengan

keLentuan peraturan perundang undangan;

l. mendapatkan informasi dan data lain dari Peme ntah Daerai atauPun

lnstansi lain, untuk kepentingan pembelaai perkara; dan

g. mendapaLkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan

keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum

I



Pasal 16

Pembe ri BaDtuan Hukum wa,jib .

a nelaporkarl kepada wahkota tentang program Bafltual1 Hukum melilui
s:rruan kerja pera:tgkat daerai j/atg membidangi hukum;

ir. melaporkan setiap penggunaan ApBD yang digunal<an untut pemberian
trantuan hukum berdasal-kan peraturan Daerah ini;

c. mcnl,elenggarakaa pendidikaa dan pelatihan Bantuan Hukum bagi
advokat, paralegal, dosen, maha$swa fakultas hukum yang direkrut;

d. menjaga keralasraar data, informasi, dan/atau keterangan yang
dtperoleh dari penerima Baotuan Hukum berkaitan dengan perkaja

-vang sedang ditangani, kecuah ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan; dan

c. oiemberikal Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga
pelmasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan
hukum tetap terhadap perka.anya.

BAB VI
TATA CAXA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pernberian Bantuan Hukum

Pasal 17

l1) Untuk memperoleh Bantuan Ilukum, pemohon mengajukal
pcrmohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi

Bantuan Hukum.

(2) Pcrmohonan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), paling sedrkit

mcinuat l

a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan

H rkum



{31 Pcrmohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimatsud pada ayat (1J,

halus melamplrkan :

". surat kp,Frargar mlskin dari Lurah. Kepala Desa, atau pejabdt yaog
setingkat di tempat tinggal pemohon Barltuar Hukum; dajr

b dokumen yaltg berkenaar-r dengan per.kara.

Pasal 18

(1) Identltas Pemohon Bantuan Hukun sebag€.imala dimaksud dahm
Pasal 17 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
dan/atau dokumen lain yang dlkeluar.kan oleh instansl yang
beawenang.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuar, Hukum tidat( memiliki identitas, pemberi

Bantuan Hukum dapat membantu pemohon Bantuan Hukum dalam
memperoleh surat keterangan alamat ser4entata dan/atau dokumen
lain dari instansi yarg berwenang sesuai domisili pemberi Bantuall
Hukurr.

Pasal 19

Dalarn ha1 Pemohon Bantual Hukum tidak lnemiliki surat keteraagal miskin
seb:lgaimana dimaksud datam Pasal 17 ayat (3) huruf a, pemohon Bantuan

Hukum dapat melampirkaa Kar.tu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan

Langsung Tunai, Kartu Beras Mlskin, atau dokumen lain sebagai pengganti

sural keterangan mrskin.

Bagian Kedua

Tata Cala Pengajuaa Permohoflan Bantuan Hukum

Pasal 20

{1) Dalam hal persyaratan yarg diajuka:r oleh pemohon Bantuan Hukum

belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada

pemohon Bantuan Hukum urtuk melenBkapi persyaratai pennohonan

sebagaimara dlmaksud dalam Pasal 17.



(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) ha.i kerja, pemohon Bantuan
Ilukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimala dimaksud pada
alat (1) .

t3l ,\pabila pemohon Bantuan Hukum tldak dapat melengkapi persyarataJl

scbagaimana dimaksud pada avat (2), maka permohonan tersebut dapat
ditolak.

Bagian Ketiga

Tata Ketja
pasal 21

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaima-na dimaksud daiam
Pasal 17 dinyatal<an lengkap, dalaln jargka wattu paling larna 3 (tiga)

hari kerja Pembe Bantuat Hukum wajib menyampaikan jawaban

menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada

pcmohon.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dlterima, pemberi BanLuan

HLrkLlm memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus

dari Penerima Bartuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pembed Bantuan
Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 22

D.r1am jargka waktu paling lana 5 (lima) hari keda setelah jawaban

menerima permohonan Bartuan Hukum sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 21 ayat (2), Pemben Bantuan HukLrm wajib melakukan koordiflasi

dengan Penerima Bantuan Hukum mengena-i rencana keda pelaksanaan

pemberian bantuan hukum-

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

bentuk Perjanjian Kerjasama.

(1)

(3)

QI

(i)

12)

Pasal 23



{r)

t2)

t1l Pcmbe.i Bantuaj] Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasrrl.a

kepada Walikota mela-lui satuan keria perangkat daerj yrrlg
n mbidangi huk um.

KetcnLuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturar lvalikota.

BAB VII

PEI{DANAAN

pasal24

Peirlerinlai Daera,rr wajib mengalokasrkaa dana penyelenggaraan

Bantuan Hukum dalam APBD.

(21 Selain sumber pendar-raa:r sebagaimana dimal<sud pada ayat (1),

pendana4 dapat berasal dari :

. hibah a,au sumhangan sukarela: dan/aiau

b. sumber pendalaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

LARTq,NGAN

Pasel 25

Pcmberi Bantuan Hukum dilatarg :

a rnenvalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum

Bantuan Hukum; dar

b rncnerima aLau meminta pembayaJan dari Penerima

dan,/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang

kepada Penerima

Bantuan Hukum

sedang ditanganl.

(1)

BAB IX

PENGAtrIASAI{

Pasal 26

Setiap pemberian dana Bantuan Hukum _vang

Daerah dilakukan pengawasan.

Penijawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan Pemerintall

meliputi:t2)

l



a. pemantauan terhadap pemberi Bantuan Hukum dl tempat
berperkara;

b. vedfikasi Lerhadap berkas proses beracara yalg dilaporkin
Pembe Bantuan Hukurn,dan/atau

c. klarihkasi Lerhadap dugaan penyimpaogan oleh pembed Bantuan
Hukum yang dilaporkan masyarakat.

(3J Pengawasan sebagaimana drmaksud pada ayat (1) dilalsanakal oleh
Tim Pengawas yang dltetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

p^s l 27

{l)Pernbe.i Bantuan Hukum yang terbuk.Li melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal l6 dan pasal 23 dikenal<an sanksi
a.iministratil

(21 Sanksi adminisLratlf sebagaimana dlmal<sud pada ayat (1), berupa:
.. .guran lrsan;

b. teguran tertulis;

c. pengemba.liar semua dana Bantuan Hukum yarrg telah ditedma yang

bersumber dari APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiai sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peratu.an Walikota.

BAB )C

KE?ENTUAN PIDANA

Pasal 28

Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu

dan penerima bantuan hukum sebagaimana dinal<sud dalam Pasal 25,



pcmberi bantuan hukum dapat dikenakai sanksi pidala sesuai peraturan
perundang undangan yang berlaku dan kerja sama dengan pemberi bantuan
h uku rn dapar dibaLalkan s"pihak.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

IJal lainnya yang belum diaLur dalam pe.aturar1 Daerai ini sepanjanB

mcngenai pelal"saiaann]a akan diatur/ditetapkan dengan peraturan Walikota

KErEN'"rilI.I***
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mular berlaku :

a penl'elenggaraaa dan anggaran Bantuan Hukum ]'ang diselenggarakai
oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanal<an sampai berakhimya taiun
. rq3drdn ya ng bersangkuran:

b. pemberian Bantuan Hukum ya]]g sedaug diproses sebelum peraturan

Daerah ini muiai berlaku tetap dilaksanakar sampai dengan

berakhirnya lahun anggaran ]:ang bersangkutan;

BAB }AV

XETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Kctcntuan lebih lanjut daJi pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat

sclambatlambatnya 6 (enam] bulan sejal< berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

PeralLran Daerah inr mulai berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, meme ntaikan pengundangan Peraturan

Daerah rni dengan penempatannya dalam Lembaran Daera,\ Kota Surabaya

i



Ditetapkan di Surabaya pada tanggal

WAIII(OTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

PENJELASAI{ ATAS

RAITCANGA.IiI

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAI(AT MISKIN

r L r\)t ]l
Pemb.rian bantuar hukum kepada setiap warga negara merupakal upaya

_vang dilakukan untuk memenuhi atses keadilan sebagai $.ujud implementasi

ncgara hukum yang bercidkan mengakui dan melindungi serta menjamin hak

a"a"i,""rg".,.[]ara akan kebutuhan al(ses terhadap keadilan (access fo jushce)

dan kesamaan di hadapan hukum (equalitll before the lau).

.J:rminan pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakal hak konstitusional

\:a11g bclum sepenuhnya dapat di akses oleh masyarakat miskin, sehingga

LuLuk memenuhi hak tersebut diperlukar adanya suatu Peraturan Daera-ir

mcngenai Pemberian Banluan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Pembentukan

peratura daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerai



untuk menjamin luarga maslaral<at khususnya warga miskin untuk
mendapalkan akses keadilan da-n kesamaan di hadaDan hukum.

l

Penlelcnggaraln Pemberian Bantuan Hukum sebagaimaaa yang diatur oleh

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lebih
ditujukan kepada penyelenggaraar Bantu,rn Hukum oleh peme ntah, namun
Pemerintah Daerah tetap berkewajibaa untuk ikut serta dalam

penlclcnggaraan bantuai hukum sebagai salah satu wujud perlindungan

sosial terhadap wargan].a. Sebagai dasar vang dapat digunakan oleh

Pcmcrinrah Daerah yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Talun 2011

tcla1l memberikan peluang bagi PemerinLah Daerah untuk menyelenggarakan

pcmberian banLuan hukum yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan

Daerah ini.

N,latelr pokok _vang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-

pengertian, asas dan tuJuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan

hukurn. hak dan kewajiban. tata cara pembedan baliuai hukum, pendanaan,

larangaD. pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan lain-

lain. kclcntuan peralihan dan kelentuan penutup.

II, PASI\,L DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jclas.

Huruf a

Yang dimalsud dengan asas keadilan' adalah menempatkan hak dan

keu,ajiban setrap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib

Hurul b

Yang dimaksud dengan 'asas persamaan kedudukan di

bahrle seLiap orang mempunyai hal( dan pe.lakuan

hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum

Huruf c

dalam hukum'adalah

yang sama dr depan

I

l



Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada

masyarakat untuk memperoleh lnformasi secara lengkap, benar, jujur, dan

tidak memihal< daiam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secdra

konsLilusional

Ilurul d

Yang dimaksud dengan asas ehsiensi' adalah memahsimalkal pemberian

Bantuan Hukum melalui pengguoaan sumber anggaral yang ada.

HuruI e

Yang {liniaksud dengan asas efektivitas' adalah menentukar pencapaian

tLijuan pcmbeaian Bantuan Hukum secara tepat.

t.-..r
Yang dimaksud dengai 'asas akuntab itas' adalah bahlva setiap kegiatan daD

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat

dipertanggungi aivabkal kepada masyaratat.

Pasal 3

Cu1(up lelas

Pasal ,+

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup je1as.

Pasal a)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jclas.

Pasal 8

Cukui jeias.

Pasal I
CLil(up jelas.

PaLsai 1i)

CukLrp.jclas.

Pasal I i



Cul<up.icl:rs.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal I3

Cukup je1!.s

Pasal 1.1

C,rkLrp jclas.

Pasal L5

Cukllp je1as.

Pasarl 16

Cukup je1as.

Pasal 17

Cr-rkup je1:Ls.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup je1as.

Flsal 20

Cukup jcias.

Pas.rl 21

Cukup leLirs

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cu1(up lelas

Pasal 24

Cukup Jelas-

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

CLrl(up Jelas.



)

Pasal 27

Cukup JeLas.

Pasal 28

Cukup Je1as.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Je1as.

Pasal 31

Cukup.lelas

Pasal 32

Cukup.Jclas.

TAMBAH CN LEA BARAN DAER,{H KOTA SURABAYA NOMOR


